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I. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen I-IV
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RINGKASAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia saat sckarang telah mengalami
perubahan yang diindikasikan dengan terjadinya amandemen Undang-undang
Dasar 1945, Perubahan yang dilaksanakan tersebut merupakan usaha negara untuk
meningkatkan peran serta rakvat dalam kehidupan berdemokrasi. Sistem
pembagian kekuasaan berdasarkan ajaran “Trias Pelitica” oleh Montesquicu,
meskipun tidak secara murni diterapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga
negara dalam pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi atas kekuasaan legislatif
vang direpresentasikan oleh DPR dan DPD, keckuasaan yudikatif oleh MA dan
MK, kekuasaan cksekutif oleh Presiden. Pembentukan lembaga baru berdasarkan
amandemen LIUD 1945 yakni DPD menyebabkan terjadinya perubahan sistem
parlemen menjadi sistem hicameral.

Pelaksanaan fungsi pengawasan mengutamakan adanya cek and
balances, sehingga mewujudkan hubungan fungsional yang seimbang. Konsep
impeachment  sebagai salah satu bentuk pengawasan secara eksplisit tidak
menjatuhkan Presiden tetapi secara implisit hal tersebut dapat mengakibatkan
hilangnya kekuasaan individu dalam lembaga eksekutif seperti yang terjadi pada
pemerintahan Sockarno dan Abdurrahman Wahid. Mekanisme pelaksanaan
impeachment  sering menimbulkan  persoalan hukum mengenai pihak vang
berwenang melaksanakan, dan akibat hukum yang terjadi.

Penulisan skripsi ini mempergunakan pendekatan masalah secara yuridis
normatil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berluku, sedangkan
sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas, bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengambilan kesimpulan secara
deduktif dengan metode analisis mempergunakan deskriptif kualitatif.

Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui penerapan impeachment serta
akibat yang terjadi berdasarkan amandemen UUD 1945 serta lembaga negara
yang berwenang melaksanakan proses tersebut, sehingga dapat diketahui

mekanisme impeachment dalam ketatanegaraan Indonesia.

X1
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Impeachment merupakan usaha untuk melaksanakan pengawasan yang
dilakukan oleh lembaga legislatif (DPR) terhadap Presiden sebagai usaha
melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pengaturan impeachment
berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 amandemen. Prosedur
pelaksanaannya menitikberatkan atas kinerja DPR, MK, dan MPR. Penerapan
impeachment menurut pasal tersebut harus berdasarkan alasan hukum yang
berupa, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan; melakukan tindak
pidana berat; perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Konsekuensi penerapan impeachment \erhadap Presiden secara eksplisit
tidak mengakibatkan jatuhnya kekuasaan seorang Presiden tetapi dapat
mengakibatkan terjadinya pergantian kekuasaan eksekutil’ karena penerapan
hukum yang dilaksanakan mengakibatkan seorang Presiden kehilangan kekuasaan
apabila ia terbukti bersalah berdasarkan hasil keputusan MPR seteluh memperolch
pertimbangan berdasarkan keputusan MK dalam memutuskan permohonan DPR
berdasarkan bukti dan alasan yang rinci terhadap permohonan tersebut.
Konsckuensi tersebut merupakan konsekuensi yang berdasarkan pertimbangan
hukum. tetapi kenyataannya terdapat pertimbangan politik seperti adanya peranan
partai politik atas keanggotaan parlemen dan syarat penerapan yang menimbulkan
penafsirun  beragam, misalnya; perbuatan tercela yang dapat menyebabkan
penafsiran  beragam, schingga dapat dipergunakan scbagai celah dalam

memberhentikan Presiden.

Xiv
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep negara hukum pada negara A4nglo Savon mempergunakan
paham liberalis dalam menyelenggarakan pemerintahannya, sedangkan Indonesia
mempergunakan konsep negara hukum berdasarkan pandangan hidup bangsa
Indonesia yakni Pancasila. Pengakuan terhadap eksistensi rakyat sebagai unsur
pembentukan negara memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganti atau
dipindahkan, hal demikian mengakibatkan adanya pengakuan terhadap
kedaulatan rakyat memunculkan bentuk demokrasi menjadi peletak sistem
kekuasaan suatu negara. Penerapan konsep tersebut turut dilaksanakan di negara
Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan seperti halnya lain
negara di dunia saat sekarang terutama dengan berkurangnya peran sistem lain
misalnya, komunis pasca perang dingin Amerika Serikat-Uni Sovyet. Demokrasi
di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, sehingga intisari pelaksanaannya
telah menjadi kebiasaan dalam praktek oleh masyarakat saat sekarang maupun
masyarakat adat di Indonesia meskipun teluh mengalami pengikisan akibat
pengaruh asing yang terdapat di Indonesia sebagai akses perkembangan informasi
dunia internasional, hal tersebut dikarenakan oleh ciri demokrasi Pancasila seperti
yang dikemukakan oleh Dotomulyono (1985:16) menolak hal, vaitu ;

I. Adanya golongan yang kuat yang memeras golongan yang lemah dan
menolak golongan yang kuat menang dan sistem pertemanan ala Barat;
Adanya sikap yes man;

Adanya the rulling clas;

Jiwa atheisme:

Sikap memecah belah.

B

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan
UUD 1945 menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pelaksanaan kekuasaan di
kalangan lembaga negara, hal itu terlihat dari pelaksanaan kekuasaan Presiden

yang cenderung kearah absolutisme. Pelaksanaan sistem fungsi pengawasan oleh
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lembaga negara yakni DPR belum dapat melaksanakan secara maksimal bahkan
mengalami kondisi stapnasi selama pemerintahan Orde Baru, sedangkan UUD
1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia memiliki banyak kelemahan terutama
terhadap pelaksanaan konsep cek and balances dalam kekuasaan lembaga negara
termasuk kekuasaan eksekutif melalui lembaga Kepresidenan, hal demikian
mengakibatkan kontrol yudisial terhadap kekuasaan Presiden menjadi berkurang,
sehingga pelaksanaan kekuasaan tersebut bersifat sentralistik dan otoriter.
Perubahan terjadi ketika era reformasi berlangsung di Indonesia, akibat
adanya hal tersebut kondisi pemerintahan dan demokrasi yang mengalami
kemunduran selama 32 tahun pada masa Orde Baru mengalami perbaikan,
sehingga menimbulkan reaksi masyarakat dengan mendukung terjadinya
perubahan. Kondisi demikian menyebabkan adanya tuntutan reformasi, schingga
ditindaklanjuti  oleh MPR  dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor [V/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 ( dalam Fathkurrahman, dkk., 2004:2) memuat
beberapa hal penting di bidang hukum, yaitu: -

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
tcrcipmnya kesadaran dan  kepatuhan hukum dalam kerangka
supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;

Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian
hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai
hak asasi manusia;

3. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh

penguasa dan pihak mana pun.

Pd

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan berpedoman
pada GBHN, sehingga sccara tidak langsung mengembalikan kondisi
pemerintthan serta pelaksanaan demokrasi Pancasila yang berkedaulatan rakyat.

Apenda reformasi di bidang hukum memberikan pengakuan serta
kesepakatan bahwa demokratisasi dan konstitusionalisme menjadi semangat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang diungkapkan Jimmly
Asshiddigie (dalam Soimin dan Sulardi, 2004:4), bahwa terdapat tiga hal

reformasi hukum, yaitu:
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Lad

l. Penataan kembali institusi pemerintah dan kenegaraan secara
menyeluruh mulai dari lembaga pemerintahan desa, maupun lembaga
negara hingea penataan kembali institusi politik, sosial dan ekonomi:

2. Penataan kembali sistem hukum nasional dan peraturan perundang-

undangan atas naskah konstitusi hingga peraturan desa, lembaga

pelaksana dan penegak hukum dengan meningkatkan Kualitas penegak
hukum;

Meningkatkan kesadaran masvarakat terhadap hukum dan budaya

hukum dalam arti patuh  terhadap hukum yang berlaku dalam

kehidupan sehari-hari. '

'

Reformasi di bidang ketatanegaraan berupa amandemen Konsttusi
bangsa Indonesia yakni UUD 1945 telah memberikan kewenangan besar terhadap
lembaga legislatif, sehingga meningkatkan peranan masyarakat dalam mengontrol
kinerja pemerintah, selain itu menciptakan adanya sistem bicameral dalam
lembaga legislaul dengan pembentukan DPD.

Perubahan terhadap lembaga yudikatif dengan pembentukan MK
di samping MA meningkatkan efekulitas kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat
mengakibatkan leginmasi nyata dalam  melaksanakan fungsinya sebaga
pemegang kekuasaan eksekutil’ di Indonesia, sehingga segala bentuk pengawasan
atas kinerja pemerimtah harus dilaksanakan melalii mekanisme vyang sesual
dengan ULID 1945

Konsep perubahan terutama yang terkait dengan sistem ketlatanegaraan
menimbulkan terjadinya bentuk kekuasaan yang menitikberatkan pada sektor
pembagian kekuasaan di kalangan lembaga negara terutama terhadap kemampuan
penerapan konsep cek and balances melalui hubungan fungsional baik secara
mandii  maupun  kerasama.  mpeachment  sebagal bentuk pengawasan atas
perwujudan kerjasama yang terjadi di kalangan lembaga negara yakni: MPR,
DPR, MK yang telah diatur oleh UUD 1945 amandemen keempat pada Pasal 7A
hahwa,

Presiden dan /atau Wakil Presiden dapat  diberhenukan dalam masa
jubatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakvat. baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
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pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila ndak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Pengaturan terhadap proses impeciment juga terdapat pada Pasal 7B
ayat (1), bahwa;

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Peranan MK dalam mengambil keputusan berdasarkan pasal di atas
memperlihatkan besarnya kewenangan yang dimilikinya terhadap pelaksanaan
kinerja pemerintah dengan memberikan keputusan atas usul DPR dalam hal
impeachment, meskipun demikian mekanisme pelaksanaan impeachment dalam
UUD 1945 tersebut seringkali menimbulkan persoalan terutama mengenai aspek
penerapan wewenang lembaga yang terkait dan akibat hukum vang tenadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusun merasa tertarik untuk
mengkaji hal yang berkaitan dengan proses impeachment terhadap lembaga
Kepresidenan dalam skripsi yang berjudul: * KAJIAN YURIDIS PENERAPAN
IMPEACHMENT TERHADAP PRESIDEN DALAM SIDANG MPR
MENURUT UUD 1945".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang dibahas dipergunakan untuk lebih
memudahkan dalam menganalisis pokok permasalahan sehingga konsep yang
hendak  diterapkan tidak menyimpang dan berkembang secara luas, sehingga
maksud penulisan tetap terfokus Ruang lingkup skripsi ini  mengenai penerapan
impeachment oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini MPR, DPR dan MK
serta akibat hukum yang terjadi atas penerapan impeachment berdasarkan
Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen.
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1.3 Rumusan Masalah
Permasalahan yang tedapat dalam pelaksanaan proses impeachment
meliputi :
l. Bagaimanakah kedudukan lembaga negara vang berwenang dalam
melaksanakan proses impeachment tersebut?
2. Bagaimana kriteria penerapan impeachment berdasarkan Undang-undang
Dasar 1945 pasca amandemen?

3. Bagaimana akibat hukum penerapan impeachment terhadap Presiden?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
. Mengetahui kedudukan lembaga negara yang berwenang menerapkan
impeachment dalam melaksanakan pengawasan terhadap Presiden.
2, Mengetahui peranan MPR, DPR, dan MK dalam melaksanakan
impeachment sebagai lembaga yang berwenang melaksanakannva.
3. Mengetahui akibat hukum yang mungkin terjadi terhadap Presiden
berkaitan dengan impeachment yang telah dilaksanakan,

L5 Mctode Penulisan

Skripsi sebagai salah satu karya tulis ilmiah haras memiliki kebenaran
dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan, “Suatu
prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga
dapat menghasilkan suatu karya yang ilmiah”.(Soemitro, 1990:35). Adapun yang
menjadi metode dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
merupakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif, artinya bahwa
pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan
yurisprudensi yung berkaitan dengan hal yang dikaji ( Soemitro, 1990:35).
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1.5.2 Baﬁan Hukum

Skripsi ini mutlak memerlukan bahan hukum yang harus dipergunakan
dan memiliki kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Adapun bahan hukum yang dipergunakan ada tiga macam, yaitu bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui
data sekunder.
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dapat berupa
Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, traktat, hukum adat,
yurisprudensi (Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985:14).

Penggunaan bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah Undang-
undang Dasar 1945 pasca amandemen, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahan Hukum Sckunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian, buku-buku,
literatur, jumnal, artikel, koran untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang
lengkap dan relevan dengan penyusunan skripsi ini.(Soekanto, Soerjono dan
Sri Mamudji, 1985:15)
3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang
dipergunakan dapat berupa, makalah seminar (Soekanto, Soerjono dan Sri
Mamudji, 1985:15)

1.53 Metode Pengumpulan Data
Metode yang di pergunakan dalam melakukan pengumpulan data
merupakan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap bahan tertulis

seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana hukum, buku
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literatur sesa makalah-;})a;alah seminar yang berhubungan dengan penulisan
skripsi ini ( Soekantn, Seerjono dan i Mamudji, 1985:33)

1.5.4 Analisis Data
Analisis data vang dipergunakan merupakan analisis dengan n;ftude
deskriptil’ kualitatil’ dalam arti analisis yang mmengkaji norma-norma dan kaidah
hukum, schingga diperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan permasalahan
tanpa mempergunakan bilangan statistik. |
Pengambilan kesimpulan yang didapat atas ‘hgsil ﬁen}hahasan
mempergunakan metode deduktif yaitu pembahasan atas pcnnaaﬁ]a}:aa yang

bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.
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BAB 11
FAKTA. DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORITIK

2.1 Fakta

Perubahan terhadap UUD 1945 oleh MPR saat sckarang telah mencapai
amandemen keempat. Konsep perubahan tersebut memperkual penerapan
kedaulatan rakvat dalam negara Indonesia. Pelaksanaan pembagian kekuasaan
terutama terhadap lembaga legislatif mengakibatkan komposisi dalam lembaga
legislatif menjadi sistem bicameral dengan kehadiran DPD di samping DPR yang
terdapat pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan lembaga baru pada
kekuasaan vyudikatif dengan kehadiran MK mengindikasikan pengakuan
pentingnya perwujudan negara hukum. Undang-undang mengenai lembaga baru
tersebut yaitu:

|. Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

2. Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan tersebut mempengaruhi pelaksanaan fungsi lembaga legislatif
dalam hal ini DPR yang memiliki kemampuan mengawasi sesuai dengan Pasal
20A aval (1) UUD 1945 amandemen kedua yang menyatakan, bahwa, "DPR
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan’.

Pelaksanakan smpeachment sebagal salah satu bentuk pengawasan telah
terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, vaitu:

| Pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 9 Pebruari 1967, DPRGR
Orde Baru mengajukan resolusi vang bermaksud untuk memanggil Sidang
MPRS dengan disertai memorandum yang berisi tuntutan

a. memberhentikan Presiden Soekarno dan jabatan Presiden
Mandataris MPRS karena terbukti dengan nyata kesalahannya dan
memilih/ mengangkat Pejabat Presiden;

b. memerintahkan badan kehakiman <yang berwenang untuk

mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan hukum.
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|, Pemenintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2001 juga terja-::l-i
peristiwa impeachment terhadap Presiden.

Pengaturan impeachmeni saal sekarang terdapat pada Pasal 7A dan 7B

LUD 1945 amandemen ketiga dengan kewenangan yang turut diberikan kepada

MK dalam memberikan penilaian serta memutus permohonan DPR kepada MPR

berkaitan adanya impeachment terhadap Presiden,

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan
dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fmpeachment serta kewenangan
lembaga négﬂra terutama DPR, MPR dan MK dalam hal impeachment. Adapun
dasar hukum sebagai landasan yuridis tersebut sebagai berikut.
1. Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat
(4), Pasal TA, Pasal 7B, Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 24C ayat (2).

Pasal 1

ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga, menyatakan bahwa:"Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang
Dasar”,

ayat (3 ). menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”,
Pasal 3

ayat (4) menyatakan bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya
dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa

jabatannya menurut Undang-undang Dasar”,

Pasal TA yang menyatakan bahwa,

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
Jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ Wakil
Presiden.
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Pasal 7B

ayat (1) menyatakan bahwa,

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan
Rakvat hanva dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk  memertksa, mengadili dan memutus
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lamnya, atau
perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden,

ayal (2) menyatakan bahwa,

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut atau pun telah
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan
Rakvat.

ayat (3) menyatakan bahwa,

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah
Konstitusi hanva dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam
sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

ayat (4) menyatakan bahwa,

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan
dengan seadil-adilnva terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan
Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

ayat (5) menyatakan bahwa.

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, dan /atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna  untuk
meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
kepada Majelis Permusyawaralan Rakyat.
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ayal (6) menyatakan bahwa,

Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama tiga
puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul
tersebut.

avat (7) menyatakan bahwa,

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya ¥ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang/kurangnya
2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil
Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat
paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C, menyatakan bahwa, “Presiden tidak dapat membekukan dan

atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat *

Pasal 20A
ayat (1) menyatakan bahwa, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi

legislasl, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”,

Pasal 24C
ayat (2): "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar™.

Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal-pasal
yang terkait, Pasal 11 huruf ¢, Pasal 14 ayat (3) huruf a, dan Pasal 15
ayat (1), Pasal 85 ayat (1) huruf ¢

Pasal 11 huruf (c) menyatakan bahwa,

Memutus usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya setelah Presiden danfatau Wakil Presiden diberikan
kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna
MPR,
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Pasal 14 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa, “Sekurang-kKurangnya 7
dari  jumlah anggota MPR  untuk memutus usul DPR  untuk

memberhenukan Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa  “Putusan sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat 3 huruf (a) ditetapkan dengan
persetujuan sckurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang
hadir”

Pasal 85 ayat (1) huruf ¢ menyatakan bahwa:”Anggota DPR berhenti

antar waktu karena diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan”.

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada
Pasal 10 ayat (2), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 80, Pasal 83 dan Pasal
84, Pasal 85.

Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa:

Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan
perwakilan rakyat bahwa Presiden dan/atau Walal Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.
korupst, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945

Ayat (3) menyatakan bahwa:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
|. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap
keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau
penyuapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
3 Tindak pidana berat lainnya tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Syarat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden sesuai dengan pasal 6 UUD 1945.
5. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan
martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa:
Alat bukti, ialah,

a. surat atau tulisan

b. keterangan saksi.

¢. keterangan ahl,

d. petunjuk.
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e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau
vang serupa dengan itu.

Pasal 80 menvatakan bahwa:

(1) Pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya
mengenai dugaan:

a. Presiden danfatau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/atau

b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi
svarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon
wajib menyertakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan
proses pengambilan keputusan mengenai pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
risalah dan/atau berita acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat,
disertai bukti mengenai dugaan scbagaimana dimaksud pada
avat (2)

Pasal 83
ayat (1) menyatakan bahwa: “Apabila Mahkamah Konstitusi

berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak
dapat diterima™.

ayat (2) menyatakan bahwa:

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan , tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden
danfatau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan
pendapat Dewan Perwakilan Rakyal.

ayat (3) menyatakan bahwa:

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden
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dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 84 menyatakan bahwa,

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi,

Pasal 85, menyatakan bahwa: * Putusan Mahkamah Konstitusi mengenal
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat wajib disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakvyat dan Presiden dan/atau Wakil Presiden”,

2.3 Landasan Teoritik
2.3.1 Konstitusi Menurut Para Ahli Hukum

Konsep konstitusi yang terdapat pada saat ini merupakan sebab atas
terdapatnya teori kontrak sosial vang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau
dalam bukunya “Du Contrak Social” (dalam Soehino, 1980:119) mengemukakan
bahwa, “yang merupakan hal pokok daripada perjanjian masyarakat ini adalah
suatu bentuk kesatuan yang melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan
pribadi ataupun orang lain sehingga masih terdapat kemerdekaan individu”.

Dengan konsep perjanjian masyarakat tersebul dapat menimbulkan
beberapa hal, yaitu:

|, Kemauan umum atau volonik generale yaitu kesatuan daripada kemauan
orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi;

2. Terbentuknya masyarakat vaitu kesatuan dari orang-orang Yyang
menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi sehingga kedaulatan
tertinggi terletak pada rakyat.

Penerapan konslitusi pada saat sekarang merupakan pembatasan pada
kekuasaan penguasa serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan atau hak
rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan ( Soimin dan Sulardi, 2004:22)
Sedangkan menurut K.C. Wheare dalam bukunya “Modern Constitution™ (dalam

Soimin dan Sulardi, 2004:24) membagi pengertian konstitusi atas dua pengertian:
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1. Dalam arti luas merupakan sistem pemerintahan dari suatu negara dan
merupakan  himpunan peraturan dalam melaksanakan tugas
pemerintahan, baik bersifat hukum maupun yang bukan bersifat hukum;

2. Dalam arti sempil merupakan kumpulan peraturan legal yang terdapat
pada dokumen ataupun beberapa dokumen yang terkait untuk
melaksanakan tugas pemerintahan.

Konstitusi bagi penganut faham modern seperti halnyva Lasalle (dalam
Soimin dan Sulardi, 2004:28) berpendapat bahwa:
Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis dalam hal ini berarti Undang-
Undang Dasar yang berisi segala ketentuan yang terdapat secara nyata dalam
masyarakat sebagai pemegang kekuasaan serta penting dikehidupan
masyarakal seperti misalnya tentang Kepala Negara.
2.3.2 Konsep Sistem Demokrasi dan Pemerintahan
Demokrasi pertama kali dikenal terdapat pada zaman Yunani kuno
dengan melaksanakan demokrasi langsung yakni warganegara dapat secara
langsung memilih serta ikut menentukan jalannya pemerintahan. Perkembangan
selanjuinya demokrasi memasuki sistem demokrasi perwakilan pada abad ke-18
dengan memberikan kesempatan kepada rakvat yang memiliki hak untuk memilih
wakil mereka dalam badan perwakilan. Menurut Maurice Duverger (dalam
Sochino, 1980:209) yang menyatakan bahwa, *“Demokrasi adalah usaha
mendekatkan rakyat dan penguasa melalui proses pemilihan dan pengangkatan

penguasa, rakyat diikutsertakan sehingga adanya hubungan di antara keduanya”.

Konsep pemerintahan tersebut menurut Soehino (1980:241) menyatakan
bahwa jika dihubungkan dengan demokrasi modern saat ini, akan memperoleh
corak demokrasi modern, yaitu:

a. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat vang presentatif,
dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem
presidensiil;

b. Demokrasi, atau perwakilan rakyat vang representatif dengan sistem
pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yang diserahi
kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif
ada hubungan vang timbal balik dapat saling mempengaruhi dikenal
dengan sistem pemerintahan parlementer;

c. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif
dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara
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langsung dari rakyat disebut sistem referendum atau sistem badan
pekerja.

2.3.3 Pemisahan Kekuasaan dalam Negara

Konsep pemisahan kekuasaan terjadi karena adanya pemisahan
kekuasaan berdasarkan teori Trias Politica oleh Montesquieu dalam bukunya,
“IL’Sprit des Lois" (dalam Soehino, 1980:117) tentang pemikiran negara dan

hukum, menyatakan balwa,

Kekuasaan negara itu harus dipisahkan secara tegas menjadi tiga, yaitu,
kekuasaan perundang-undangan; kekuasaan melaksanakan pemerintahan
dan kekuasaan kehakiman, dan masing-masing kekuasaan itu di pegang
oleh badan vang berdiri sendiri sehingga menghilangkan kemungkinan
timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa atau
terjadinya pemerintahan absolutisme. Kekuasaan tersebut pada saat
sckarang dikenal dengan:

| kekuasaan perundang-undangan sebagai kekuasaan legislatif,

2. kekuasaan melaksanakan pemerintahan sebagai eksekutif]

3. kekuasaan kehakiman sebagai yudikatif.

Pendapat selanjutnya tentang pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh
Jennings dalam bukunya, “ The Law and The Constitution” (dalam Sunny,
1985:3) membagi pemisahan kekuasaan dengan dua arti, yaitu:

. Dalam bentuk materiil yakni suatu pemisahan kekuasaan yang
dilaksanakan secara tegas dalam menjalankan fungsinya yakni legislatif,
eksekutif dan yudikatif;

2. Dalam bentuk formil pemisahan kekuasaan lebih cenderung kepada
pemisahan kekuasaan atas fungsi yang tidak jelas terhadap lembaga
negara legislatif, yudikatif dan eksekutif sehingga lebih dikenal dengan
pembagian kekuasaan antar lembaga karena masih adanya kerjasama
dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

2.3.4 Negara Hukum

Negara hukum yang dirinci menjadi empat unsur, menurut Soemantri
(dalam Fatkhurrohman, dkk., 2004:7) menyatakan bahwa,

|. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasarkan hukum alau peraturan perundang-undangan;

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara),

Adanya pembagian kekuasaan dalam negara,

4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Lid
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Negara hukum menurut Fatkhurohman,dkk. (2004:8) menyatakan empat
hal pokok negara hukum, yaitu;

|. Adanya pengakuan lerhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan
warganegara,

2. Adanva pembagian kekuasaan;

3. Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu
berdasar atas hukum vang berlaku, baik vang tertulis maupun yang tidak
tertulis;

4 Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya
bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan kekuasaan lainnya.

Perkembangan pemikiran negara hukum pasa abad ke-20 dipengaruhi
oleh keinginan untuk mempunyai kehidupan vyang berperikemanusiaan,
demokrasi, dan sejahtera, hal tersebut menimbulkan pemikiran tentang konsep
negara hukum seperti dikemukakan oleh Scheltema (dalam Azhary, 1995.50),
yang menyatakan bahwa terdapat empat unsur utama dengan beberapa unsur
turunan, yaitu:

|. Kepastian hukum, vang unsur turunannya adalah:
a) Asas legalitas;
b) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang,sehingga
warga mengetahu) yang diharapkan;
¢) Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
d} Hak asasi dijamin dengan undang-undang,
e) Pengendalian yang bebas dari pengaruh lain,
2. Asas persamaan, yang unsur turunannya yaitu:
a) Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang secara
materiil,
b) Pemisahan kekuasaan.
3. Asas demokrasi dengan unsur turunannya, yaitu:
a) Hak untuk dipilih dan memilih bagi warganegara;
b) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
¢) Parlemen mengawasi tindakan pemenntah.
4. Asas pemenntahan untuk rakyat, vang unsur turunannya vaitu::
a) Hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar;
b) Pemerintahan secara efektil dan efisien.

Negara hukum vang berdemokrasi menurut Lunshof (dalam Azhary.
1995:52) mempunyai beberapa unsur, vaitu:

1. Pemisahan antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-
undang, dan peradilan;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lad

18

Penyusunan pembentukan Undang-undang secara demokrasi,
Asas legalitas;
Pengakuan atas hak asasi.

Perkembangan terhadap hukum di setiap negara menurut “A Report of

International Congress of Jurist” (dalam Azhary, 1995:57) dipengaruhi oleh

beberapa hal vaitu, kemampuan; pengalaman, serta struktur politik dan ekonomi

sehingga mempunyai peranan yang nyata dalam penerapannya, meskipun prinsip,

institusi dan prosedur tidak selalu identik tetapi mempunyai intisari yang serupa.

Konsep tersebut merupakan penegasan dari keputusan International

Commission of Jurist pada tahun 1955 di Athena yvang memberikan persyaratan

minimum dalam bentuk unsur-unsur negara hukum (dalam Azhary,1995.38)

yaitu:

|

Lad

£ Ly

Keamanan pribadi harus dijamin, hal ini berarti adanya jaminan
seseorang tidak dapat di penjarakan atau dihukum tanpa ada keputusan
hakim yang tetap:

Setiap orang punya hak untuk menyatakan pendapat dan tidak dipaksa
untuk menyatakan pendapat vang berbeda dengan keyakinannya;
Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi melalui
media komunikasi terutama pers,

Kehidupan pribadi orang harus tidak dapat dilanggar, rahasia surat
menyurat harus dijamin serta tidak ada larangan menyatakan pendapal
secara koresponden;

Kebebasan dalam beragama harus dijamin;

Hak memperoleh pendidikan tanpa diskriminast;

Kebebasan dalam berkumpul dan berserikat secara damai dan kebebasan
menjadi anggota partai politik sesuai dengan keyakinannya,

Kebebasan dalam berpolitik dengan mengambil bagian secara langsung
atau melalui perwakilannya;

Kekuasaan terdapat pada rakyal yang sebagai dasar kekuasaan penguasa
melalul mekanisme pemilihan umum.

Pemikiran selanjutnya tentang negara hukum dikemukakan oleh Lubis

( 1995:118) yang menyatakan bahwa,

Negara hukum vyaitu negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan
dengan memberikan layanan kepada masyarakat demi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat berdasarkan norma-norma UUD melalui peraturan
pelaksana untuk keperluan tata laksana atau administrasinya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pengertian negara hukum yang dikaitkan dengan penyebutan nama yaitu,
“Rechtsstaat” atau pun “Rule of Law”, Azhary (1995:33) berpendapat
bahwa, “Negara hukum memiliki persamaan arti dengan Rechisstaar maupun Rule
of Law, karena keduanya memiliki persamaan mengenai pencegahan terhadap

kekuasaan absolul dan pengakuan serta perlindungan hak asasi.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Impeachment

Pengertian impeachment dapat terlihat dan konsep yang terdapat pada
artikel ensiklopedia dengan judul “Impeachment” (dalam www. Wikipedia.com)
yang menulis dalam teks Inggris, yakni,

Etymologically, the word impeachment derives from Latin rools expressing
the idea of becoming caught or entrapped, and has analogues in the madern
French verb empe'cher( to prevent) and the modern English impede.
Mediaeval popular etymology also associated il ( wrongly) with derivations
from the Latin impetere(to attack), Impeachment of a witness means
challenging his or her honesty or credibility. Impeachment is the process by
which a legislative body formally levels charges against a high official of
government. Impeachment does not necessarily means removal from office,
it comprises only a formal siatement of charges, akin to an indictment in
criminal law, and thus is only the first step lowards possible removal. Once
an individual is impeached, he or she must then face the possibility of
conviction via legislative vote, which then entails the removal of the
individual from office.

Penafsiran secara bebas atas pengertian di atas oleh penyusun
berdasarkan kamus Bahasa Inggris oleh Echols, John, M dan Hasan Shadily,
bahwa, impeachment berasal dari bahasa Latin yang berarti “menangkap atau
menjebak” serta memiliki persamaan arti pada kata Perancis yakni “mencegah”,
sedangkan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “menghalangi” dan pada abad
pertengahan mengalami pergeseran makna dengan arti kata “menyerang”’. Intisari
arti kata impeachment penentangan terhadap kredibilitas atau kejujuran.

Impeachment merupakan proses oleh lembaga legislatif terhadap pejabat
tinggi pemerintah (Presiden). Konsep impeachment secard gksplisit tidak
menjatulikan atau memecat seseorang dari jabatannya melainkan pemyataan resmi
berkaitan dengan tuduhan atau dakwaan atas alasan kriminal, meskipun demikian
impeachment dapat berakibat jatuhnya atau pemecatan seorang pejabat tinggi

( Presiden) melalui keputusan lembaga legislatif.

20
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3.2 Impeachment Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Presiden

Reformasi konstitusi yang telah dilaksanakan oleh MPR melalui proses
amandemen terhadap UUD 1945 memberikan peningkatan kinerja badan legislatif
terutama yang berkailan dengan cksistensi DPR, indikator tersebut terlihat dan
semakin besarnya kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dalam
melaksanakan tugasnya, dalam hal ini fungsi utama pengawasan terhadap kinerja
Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif yang telah diatur dalam Pasal
20A ayat (1) UUD 1945 perubahan kedua, menyatakan bahwa, "Dewan
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan’.

Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia secara tidak langsung
menerapkan teori “Trias Politica” oleh Montesquein, sehingga menyebabkan
terjalinnya hubungan antar lembaga negara secara horisontal, misalnya: hubungan
antara DPR dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan terutama terhadap
~ pembuatan produk hukum berupa perundang-undangan,

UUD 1945 pasca amandemen mengatur kekuasaan Presiden sebagai
kepala pemerintahan yang berhubungan dengan kewenangan DPR meliputi:

1. Kewenangan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU);

2. Kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan
Uu;

3, Kewenangan menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)
dalam hal ikhwal kepentingan yang mendesak.

Kemampuan Presiden dalam melaksanakan wewenangnya setelah
terjadinya perubahan tersebut mengalami pembatasan kekuasaan, misalnya, dalam
pengajuan RUU, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada lembaga legislatif
(DPR) untuk memutuskan rancangan yang diajukan sehingga ada kecenderungan
DPR sebagai pengambil keputusan, seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3)
UUD 1945 amandemen kedua.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua lembaga negara tersebut
seringkali menimbulkan perselisihan, oleh karenanya diperlukan sistem

el
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pengawasan yang baik dan memiliki kemampuan lerutama secara hukum sehingga
kekuasaan Presiden dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.
Konsep hicameral dalam hubunpan lembaga negara di tandai dengan
pembentukan lembaga baru yakni DPD, sehingga sistem tersebut dalam parlemen
Indonesia merepresentasikan kedudukan lembaga negara yang merupakan
pelaksana kedaulatan rakyat dengan menempatkan kemampuan cek and balances
sebagai cara vang efektif dalam melaksanakan fungsi lembaga negara secara
maksimal, seperti yang dikemukakan oleh Sulwan (dalam Lubis, 1992:76) bahwa,
Badan perwakilan rakyat harus terdiri atas dua badan, dengan demikian
adanya dua badan tersebut, maka perundangan-perundangan dan
kesungguhan dapat lebih terjamin, sehingga tiap-tiap peraturan yang akan
dijadikan undang-undang dapat diperiksa dengan teliti, selain itu anggota
yang dipilih berdasarkan golongan yang berbeda-beda lebih
menggambarkan keadaan umum dan kehendak dari rakyat serta
memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menjamin adanya
perwakilan bagi kepentingan yang tertentu dan bagi daerah-daerah.
Penerapan konsep sistem tersebut dalam masalah kenegaraan seringkali
terwujud pada proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR
terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah sebapai fungsi utama
lembaga DPD, sehingga terjalin hubungan fungsional antar kedua lembaga
tersebut, selain itu penerapan hukum sebagai pengakuan mutlak atas perwujudan
negara hukum seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen
ketiga memperoleh pengakuan signifikan dengan terbentuknya MK di bidang
yudikatif di samping MA yang telah kita kenal, sehingga secara langsung
meningkatkan kemampuan cek and balances. . )
Pengakuan atas kedaulatan rakyat dalam lembaga negara menekankan
tujuan konsep cek and balances dengan menempatkan serta melaksanakan
wewenang lembaga negara secara proporsional dan kerjasama berdasarkan
perundang-undangan, sehingga dapat terbentuk keseimbangan kedudukan antar
lembaga negara serta mencegah terjadinya kekuasaan absolut seperti halnya yang
terjadi di masa Orde Baru.
Pembatasan kekuasaan Presiden harus dilaksanakan berdasarkan

konstitusi, karena Indonesia merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan
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negara hukum, sehingga di dalam negara hukum setiap tindakan atau perbuatan
yang dilakukan harus berdasar atas hukum melalui peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penting untuk menempatkan lembaga
kekuasaan yuridis secara merdeka, karena bagi suatu negara hukum yang
demokratis konstitusional, pengakuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan
kedaulatan rakyat oleh negara dapat secara efektif terlaksana dengan penerapan
hukum berdasarkan peraturan yang berlaku dan oleh lembaga yang berwenang,
seperti yang dikemukakan menurut Fatkhurrohman, dkk.,(2004:18), yaitu:

1. Konsep negara hukum menempatkan adanya lembaga kekuasaan
kehakiman terutama dalam negara hukum modern;

2. Lembaga kekuasaan kehakiman memegang peranan penting untuk
menjaga tetap terlaksananya kedaulatan rakyat yang sebagian dilakukan
oleh lembaga perwakilan;

3. Mahkamah Konstitusi dalam konsep konstitusi dipergunakan sebagai
pembatasan dan pembagian kekuasaan negara sekaligus kontrol terhadap
konstitusionalitas pelaksanasn kekuatan politik yang ada agar
semaksimal mungkin terhindar dari penyimpangan atas konstitusi itu
sendiri. '

Konsep negara hukum yang memandang pentingnya kekuasaan yudikatif
menyebabkan pembentukan MK di Indonesia, sehingga dalam menjalankan
fungsi dan kewenangannya mencerminkan usaha menciptakan kondisi yang
seimbang terhadap pelaksanaan pemerintahan, karena bagaimana pun juga
Presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dalam sistem
presidensiil, menurut Soemantri (1987: 65-66) kekuasaan tersebut yakni:

l. Presiden berkedudukan secbagai Kepala Pemerintahan dan Kepala
Negara;

2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi

dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti di Amerika

Serikat;

Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif;

4. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan
tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan umum, biasanya
Presiden dan Pemegang kekuasaan legislatif dipilih untuk masa jabatan
yang tetap.

Lid
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Kesetaraan lembaga negara antara pihak eksekutif dan legislatif diatur
UUD 1945 amandemen ketiga Pasal 7C yang menyatakan bahwa, ™ Presiden tidak
dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR™.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat, bahwa dalam melaksanakan
aspek pengawasan atas kinerja Presiden secara efekiif dapat melalui mekanisme
impeachmeni, sehingga berkaitan dengan proses tersebut, Mahfud (2001:93)
menyatakan bahwa:

Penerapan sistem presidensiil di Indonesia lebih condong ke prinsip
presidensiil semu atau parlementer semu ( kuasi presidensiil atau kuasi
parlementer), yang berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban Presiden yang
tidak terletak pada DPR melainkan kepada MPR walaupun keanggotaan
MPR merupakan keanggotaan DPR secara sekaligus schingga secara tidak
langsung Presiden bertangpung jawab kepada DPR melalui MPR.

Peranan MPR berdasarkan amandemen vang telah terjadi pada UUD
1945 tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, hal-ini disebabkan adanya Pasal
1 ayat (2) vang menempatkan UUD 1945 sebagﬂi. pelaksana kedaulatan rakyat,
sesuai vang diungkapkan oleh Yusril Thza Mahendra ( dalam Thalhah, 2003:50)
yang menyatakan bahwa, * Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya
telah melenyapkan eksistensi MPR sebagai institusi hukum tertinggi.”

Kondisi terhadap MPR tersebut dalam persoalan impeachment tidak
mempengaruhi secara signifikan, karena tetap menjadi bagian penting dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama untuk melaksanakan proses
impeachment sebagai pihak yang memiliki kewenangan memutuskan usul DPR
setelah melalui keputusan MK, di samping itu penerapan konsep bicameral
terhadap proses impeachment secara konsckuen belum terlaksana hanya
merupakan pelaksanaan wewenang DPR, hal ini diatur dalam Pasal 7B ayat (2)
UTID 1945 perubahan ketiga disebutkan,

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum tersebut atau pun telah tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan
fungsi pengawasan DPR.

Pengaturan atas proses impeachment terhadap keberadaan DPD belum

memberikan peranan yang signifikan, hal ini dikarenakan kewenangan DPD lebih
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menitikberatkan atas persoalan daerah seperti yang terdapat pada Pasal 22D UUD
1945 amandemen ketiga, meskipun demikian perwujudan konsep tersebut
dilaksanakan oleh DPR dan DPD berdasarkan keanggotaan MPR dikarenakan
keanggotaan MPR merupakan gabungan atas anggota DPR dan DPD melalui
pelaksanaan sidang MPR dalam memutuskan usul DPR tentang fmpeachment
sebagai sebuah joint session. seperti yang terdapat dalam Pasal 11 huruf (c)
Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DFR,
DPD dan DPRD. .Pelaksanaan peranan MPR tersebut tidak serta merta dapat
dilaksanakan melainkan harus dengan terjalinnya hubungan bersama MK.
Hubungan vang terjadi antar lembaga negara tersebut berperan sebagai
pihak yang mempunyai kemampuan politik dalam menerapkan proses
impeachment, meskipun demikian UUD 1945 pasca amandemen terutama Pasal
7B bertujuan untuk memberikan pertimbangan hukum yang meneckankan
pelaksanaan fungsi MK sebagai lembaga yang berkedudukan memberikan
pertimbangan hukum dalam proses impeachment, hal demikian harus diwujudkan
seperti yang dikeriukakan oleh Azhary (1995:122), bahwa: '

Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi atau sistim hukum dasar, secara
formal ditentukan dalam Undang-undang Dasar (hukum dasar tertulis),
schingpa ditemukan sejumlah ketentuan susunan dan kedudukan
pemerintah, hak dan kewajiban- pemerintah dan pengawasan terhadap
pemerintah.

Kondisi yang terjadi antar lembaga negara dalam menerapkan proses
impeachmeni hanya merupakan suatu hubungan fungsional dan belum
menunjukkan  adanya kewenangan mandiri  suatu  lembaga  untuk
melaksanakannya, seperti yang dikemukakan oleh Harun Al-Rasyid dan Jimmly
Asshiddigie (dalam Soimin dan Sulardi, 2004:139) bahwa. “Indonesia tidak
mengenal lembaga impeachment, karena masalah impeachment berkaitan dengan
sistim pemerintahan”.

Presiden sebagai pihak penyelenggara sistem pemerintahan di negara
Indonesia saat sekarang memiliki legitimasi atas kekuasaan yang diberikan oleh
rakyat melalui pelaksanaan pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung,
seperti vang terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945 amandemen ketiga
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yakni, "Presiden dan Wakil Presiden di pilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat™.

Pengakuan kekuasaan tersebut secara hukum memberikan jaminan atas
keberadaan fungsi Kepresidenan dalam menjalankan jabatannya selama masa
pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar, sehingga proses impeachment
yang akan dilaksanakan berpotensi menimbulkan persoalan secara hukum.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tersebut
menimbulkan pemikiran mengenai mekanisme pengawasan terutama yang
berkaitan dengan proses impeachment, sehingga dapat terlaksana sesuai hukum
vang berlaku, berdasarkan hal tersebut, Mulyosudarmo (2004:33) berpendapat,
bahwa,

Presiden dapat diberhentikan atas dasar putusan MA karena melakukan
kejahatan yang disebut dalam konstitusi. Proses peradilan dalam kasus
kejahatan vang dilakukan oleh Presiden jangan dilaksanakan oleh MK,
peradilan juga tidak dibenarkan secara langsung dilakukan oleh MPR,
karena MPR merupakan lembaga politik. DPR dapat diberikan kewenangan
melakukan dakwaan kriminal setelah memperoleh perkembangan aspek
yuridis dari lembaga independent.

Mekanisme yang dikemukakan oleh Suwoto Mulyosudarmo tersebut
menitikberatkan terhadap aspek hukum dengan memberikan kewenangan kepada
lembaga tertentu untuk memberikan penilaian secara hukum, sedangkan
kewenangan MK dalam proses impeachment dihapuskan karena MK merupakan
lembaga negara yang memberikan pertimbangan hukum hanya dalam bidang
ketatanegaraan bukan sebagai penilai atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh
Presiden.

Peranan lembaga negara dalam hal impeachment terutama DPR, MPR,
DPD secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh kepentingan partai politik,
karena dalam kenvataannya partai politik dapat mengusulkan adanya
pemberhentian antar waktu, seperti dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-undang
No.22 Tahun 2003 serta berdasarkan Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan
bahwa, “Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum”.
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Syarat-syarat tersebutl merupakan syarat yang berkaitan dengan partai
politik dalam Pasal 62 No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
bahwa,"Calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
selain harus memenuhi syarat calon terdaftar sebagai anggota partai politik peserta
pemilu yang dibuktikan dengan kartu anggota™.

Peranan partai politik yang demikian besar terhadap keanggotaan DPR
maupun DPD secara tidak langsung dapat mempengaruhi kedudukan lembaga
negara dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan impeachment terhadap
Presiden.

Amerika Serikat yang berusaha secara konsisten menerapkan pemisahan
kekuasaan (Trias Politica) oleh Montesquie menerapkan impeachment terhadap
Presiden dalam negara tersebut harus berdasarkan ketentuan bahwa Presiden telah
melakukan treason, bribery, or other high crimes and misdemearors, sesuai Pasal
2 avat (4) Konstitusi Amerika Serikat (dalam www.Theceli.com,2000). Konsep
impeachment tersebut turut dikemukakan oleh Indrayana (dalam www. kompas
cyber media.com, 2003 ) yang mengungkapkan 6 aturan, yakni:

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden dan para pejabat negara Amerika
Serikat diberhentikan dan jabatannya melalui proses impeachment
karena terbukti bersalah melakukan pengkhianatan kepada negara,
terlibat kasus penyuapan atau melakukan kejahatan tingkat tinggi
lainnya;

2. Majelis Rendah{ House of Representative) adalah satu-satunya lembaga
negara yang mempunyai kekuasaan untuk memulai proses impeachment;

3. Majelis Tingpi (Senate) adalah satu-satunya lembaga negara yang
mempunyai kekuasazn untuk mengadili suatu proses impeachment. Jika
yang menjalani proses impeachment adalah Presiden Amerika, maka
Ketua MA yang akan memimpin persidangan dengan pengambilan
keputusan untuk menjatuhkan hukuman atas proses impeachment harus
disetujui 2/3 anggota Senate yang hadir saat persidangan dilakukan;

4, Hukuman dalam suvatu perkara impeachment hanyalah berupa
pemberhentian dari jabatan yang disandangnya dan dilarang memegang
jabatan pemerintahan Amerika Serikat lainnya di masa yang akan datang
dengan dilanjutkannya proses hukum bagi pejabat yang bersangkutan
terkena impeachment;

5. Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan penundaan atau
pengampunan hukuman kecuali dalam kasus impeachment;

6. Semua kasus kejahatan disidangkan dengan sistem juri, kecuali dalam
kasus impeachment.
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Terhadap penerapan impeachment yang terjadi di Indonesia, Indrayana
(dalam www. kompas cyber media.com, 2003) berpendapat, terdapat beberapa
perbedaan, vaitu:

1. Impeachment di Amerika Serikat mempunyai dasar hukum yang lebih
kuat;

2. Alasan penerapan impeachment lebih sempit dan cenderung kearah
kriminal dan tidak adanya multi interpretasi atas penerapan
impeachment, misal dalam klausul pelanggaran terhadap Undang-
undang Dasar 1945 yang tidak memiliki kejelasan atas bentuk
pelanggaran tersebut;

3. Impeachment di Indonesia lebih cenderung bersifat politis dibandingkan
dengan Amerika Serikat yang secara jelas membagi tugas dalam
impeachment secara hukum yakni: House of Representative sebagai
penuntut umum, Senafe bertindak sebagai juri, Presiden selaku terdakwa
dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.

Perbedaan pada konteks yang pertama yakni adanya dasar hukum yang
kuat, penyusun berpendapat bahwa pelaksanaan impeachment di Indonesia juga
telah memiliki dasar hukum vang kuat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945
amandemen ketiga, walaupun secara ecksplisit tidak menerapkan lembaga
impeachment sccara jelas melainkan secara implisit hal tersebut telah dapat
dipergunakan untuk melaksanakan proses impeachment, karena sejarah
ketatanegaraan Indonesia mencatat telah terjadi selama dua kali jatuhnya
pemerintahan atau diberhentikannya Presiden melalui mekanisme Sidang
Istimewa yang merupakan hasil atas proses impeachment yakni, pemerintahan
Soekamo dan Abdurrahman Wahid.

3.3 Upaya-upaya Penerapan Impeachment Berdasarkan Undang-undang
Dasar 1945 Pasca Amandemen

Hubungan yang terjadi antara lembaga lembaga negara yakni, MPR,
DPR, MK dalam melaksanakan impeachment merupakan konsekuensi logis akibat
adanya pengaturan impeachment. Secara garis besar UUD 1945 amandemen
ketiga Pasal 7A terdapat tiga hal penting, yaitu:

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Kewenangan DPR untuk mengajukan usulan impeachment;
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3. Syarat yang harus terpenuhi dalam mengajukan usul impeachment, yaitu:
a) terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa, pengkhianatan
terhadap negara; korupsi; penyuapan dan tindakan pidana berat
lainnya serta perbuatan tercela;
b) tidak lagi memenuhi syarat scbagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

Prosedur terhadap pelaksanaan impeachment sebelum  adanya
pencabutan atas Tap MPR No III/MPR/1978 mempergunakan ketentuan dalam
Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam waktu tiga bulan
Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR
menyampaikan memorandum yang kedua”.

Ketetapan ini mengharuskan adanya pelanggaran terhadap UUD dan
atau GBHN, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat dua hal penting seperti
yang dikemukakan oleh Soimin dan Sulardi (2004:141) yang menyatakan bahwa:

Memorandum kedua baru dapat dilakukan jika Presiden tidak
memperhatikan memorandum yang pertama yang telah disampaikan oleh
DPR dan ketentuan yang mengharuskan secara implisit adanya penilaian
atas kinerja Presiden berdasarkan memorandum yang telah disampaikan
selama tiga bulan karena materi memorandum merupakan peringatan
terhadap Presiden yang dinilai oleh DPR melanggar peraturan perundang-
undangan.

Substansi proses impeachment saat sekarang telah beralih pada Pasal 7A
dan Pasal 7B UUD 1945 perubahan ketiga dan telah dicabut berdasarkan Tap
MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun
2002.

Konsekuensi yvang terdapat pada Pasal 7B terutama ayat (1) dan ayat (35)
lebih menitikberatkan atas kewajiban MK dalam memeriksa, mengadili, dan
memutuskan usulan DPR sesuai Pasal 7A di atas. Konsep pelaksanaan
impeachment merupakan bentuk pemanggilan atau mendakwa untuk menerima
pertanggungjawaban sesuai dengan arti kata fo impeach seperti yang dikemukakan
oleh Asshiddigie (dalam www. Theceli.com, 2000). Hal ini ditujukan untuk
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mengingatkan Presiden, bahwa jabatannya sewaktu-waktu dapat terancam
diberhentikan,

Pemberian kewenangan kepada MK sebagai lembaga impeachment
dengan kewenangan yang terbatas tetap tidak dapat menyelesaikan persoalan
impeachment sebagaimana yang di kemukakan oleh (Soimin dan Sulardi,
2004:139) bahwa,

Saat pembentukan lembaga tersebut, dalam arti kewenangan tersebut tidak
diikuti oleh ketentuan vyang jelas mengenai syarat dilakukannya
impeachment dan juga mekanisme pemberhentian Presiden ketika telah
terjadi pemilihan Presiden secara langsung,

Keterbatasan peranan MK dalam melaksanakan impeachment cukup
signifikan, meskipun demikian adanya kewenangan dalam memutuskan
permohonan usulan DPR mengenai impeachment telah menunjukkan pentingnya
keberadaan lembaga MK dan hal ini diindikasikan adanya pembentukan Undang-
undang No.24 Tahun 2003 tentang MK terutama Pasal 10 ayat (2) yang
menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan yang
tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945,

Penjelasan terhadap kriteria yang terdapat pada Pasal 10 ayat 2 diatas
selanjutnya diatur dalam Pasal 10 ayat 3, bahwa:

I. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan
negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;

2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;

3. Tindak pidana berat lainnya tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

4. Syarat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sesuai dengan Pasal 6 UUD 1945;

5. Perbuatan tercela adalah perbuatan vang dapat merendahkan martabat
Presiden dan/atan Wakil Presiden.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Penerapan syaral berdasarkan Pasal 7A terutama yang berkaitan dengan
“perbuatan tercela”, scharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan, seperti yang
dikemukakan oleh Mulyosudarmo (2004:12), bahwa,

Perbuatan tercela seyogvanya tidak dapat dijadikan sebagai bagian kejahatan
yang dijadikan dasar mengajukan dakwaan kriminal kapada Presiden, karena
kualifikasi perbuatan tercela tidak jelas dalam KUHP dan akan menjadi
pasal karet yang dapat dimainkan secara politik oleh DPR. Jenis kejahatan
yang di sebut dalam UUD 1945 seharusnya hanya “tindak pidana korupsi,
tindak pidana penyuapan, pengkhianatan terhadap negara™,

Pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh DPR, MK harus sudah
memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya dengan jangka waktu
paling lama sembilan puluh hari melalui mekanisme yang terdapat pada
UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 80, yaitu:

(1) Pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat; -
(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permchonannya
mengenai dugaan:

a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau;

b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat
sebaga Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(3) Dalam permohonan secbagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon
wajib menyertakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan proses
pengambilan keputusan mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara
rapal Dewan Perwakilan Rakyat, disertai bukti mengenai dugaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penilaian atau pengambilan keputusan MK terhadap usulan DPR
berkecenderungan untuk menerapkan landasan hukum, hal ini berarti
mempergunakan mekanisme dengan pembuktian berupa alat bukti yang sah,
sesuai yang terdapat pada Pasal 36 UU No.24 Tahun 2003 tentang MK, berupa,
surat atau tulisan; keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan para pihak;
petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa

dengan itu.
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Hasil dalam mempergunakan alat  bukti tersebut secara langsung
berdampak terhadap adanya persyaratan dalam memutuskan suatu perkara,
sehingga sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, alat bukti dan keyakinan
hakim, hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003.

Putusan vang diambil dapat berkekuatan hukum tetap, apabila putusan
tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum seperti yang diatur
dalam Pasal 47 Undang-undang No.24 Tahun 2003 dan putusan yang berkaitan
dengan proses impeachment wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden
dan/atay Wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 85 Undang-undang
No.24 Tahun 2003.

Prosedur pengambilan keputusan harus dilaksanakan oleh MK, sehingga
memenuhi kewajiban memberikan putusan atas usul DPR mengenai proses
impeachment sesuai Pasal 24C ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 amandemen
ketiga, Amar putusan tersebut sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang No.24
Tahun 2003 meliputi beberapa bentuk, yaitu:

. Amar putusan menolak permohonan apabila pennnhunun uﬂak
memenuhi syarat sesuai yang terdapat pada Pasal 80 UU No. 24 Tahun
2003;

Amar putusan menyatzkan membenarkan pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti
bahwa Presiden dan/atay Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

I

3. Amar putusan menolak permohonan apabila Mahkamah Konstitusi
memutuskan bahwa, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti
melakikan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau
tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
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MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terikat pada prinsip umum
penvelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh
kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan serta unfuk
menjamin  terlaksananva funpsi sesuai dengan yang diharapkan dalam
Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang No. 24 tahun 2003.

Penegakan hukum oleh MK dilaksanakan para penegak hukum yang
memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan negarawan serta
menguasal konstitusi dan ketatanegaraan, hal tersebut dapat ditemukan dalam
penjelasan Uindang-undang No. 24 Tahun 2003 sehingga objektifitas keputusan
dapat terpenuhi oleh MK.

Proses pengajuan pendapat DPR kepada MK tidak secara langsung
melainkan melalui beberapa tahap vang harus dilalui, yaitu:

1. Pengajuan permintaan DPR kepada MK dilakukan dengan dukungﬁn
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam
sidang paripurna vang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir, sesuai denga.n‘Paxal 7B ayat 3 UUD 1945 amandemen
ketiga;

2. Permohonan kepada MK harus dilakukan secara tertulis dengan uraian
vang jelas tentang permohonan impeachment, sesuai dengan
Pasal 30 huruf (e) UU No: 24 tahun 2003;

DPR melaksanakan sidang untuk meneruskan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR setelah MK memutuskan
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran

Tad

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden, sesuai dengan Pasal 7B ayat 5;

4. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR
tersebut paling lama tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut,

sesuai dengan Pasal 7B ayat 6.
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Bentuk pertanggungjawaban Presiden dalam hal impeachment menurut
Mulyosudarmo (2004:45) pada dasarnya terbagi dalam dua bentuk, yaitu:
l. Pertanggungjawaban politik yang diawali oleh pertanggungjawaban atas
kebijakan (policy) Presiden:
Pertanggungjawaban hukum sebagai akibal tindakan pelanggaran hukum
vang telah dilakukan.

2

Pelaksanaan impeachment dalam sidang MPR memberikan kesempatan
kepada Presiden untuk memberikan penjelasannya sebagaimana diatur dalam
Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 amandemen ketiga serta pelaksanaan sidang oleh
MPR yang didasarkan pada pasal 14 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003, dan sah
apabila sekurang-kurangnya % dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul
DPR dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presien, sesuai dengan
Pasal 14 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 2003. MPR memutuskan
atas permohonan usul DPR tersebut dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota yang hadir, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dalam

undang-undang yang sama.

3.4 Konsekuensi Penerapan Impeachment Terhadap Presiden

Institusi Kepresidenan menurut Jimmly Asshiddigic dalam artikel
yang berjudul “Institusi Kepresidenan dalam Sistem Hukum Indonesia™ (dalam
M’.'l'hc(‘.cli.cam, 2000), secara tidak langsung memang berkailan dengan
karakter,sikap dan pelaksananya, sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil
harus selalu diatur dalam perundang-undangan sebagai instrumen pengaturan
normatif dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan sistem hukum.dalam
sistem kekuasaan modern tidak dapat diterima logika dan akal sehat jika
keputusan hanya diserahkan pada kehendak pribadi seseorang yang menduduki
suatu jabatan, betapa pun luhurnya pribadi individu tersebut, sehingga perlu
diadakan pembatasan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Peranan tersebut
telah dijalankan oleh DPR beserta MK, terutama adanya upaya pelaksanaan
fmpeach:ﬁenr apabila Presiden telah melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku, misalnya apabila Presiden melangar sumpahnya sendirn, yang
berarti Presiden telah melanggar jiwa dan semangat yang terkandung dalam
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ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang merupakan salah satu materi haluan
penyelenggaraan negara yang ditentukan oleh konstitusi.

Perlanggungjawaban Presiden dalam menanggapi adanya impeachment
yang terjadi dipengaruhi secara langsung oleh hasil keputusan MK atas usul DPR
yang diajukan kepadanya. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan MK sebagai
lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif untuk memberikan pembatasan
agar seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberhentikan hanya dengan
alasan politis belaka melainkan juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi terjadinya impeachment
terhadap Presiden tersebut tidak terlepas dari penafsiran secara gramatikal atas
Pasal 7B avat (1) dan ayat (5), menurut Fatkhurrohman, dkk., ( 2004:54)
mengemukakan bahwa:

Berdasarkan rumusan Pasal 7B ayat (1), Mahkamah Konstitusi berkewajiban
memberikan penilaian, pemeriksaan dan memutuskan terhadap dugaan DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Rumusan pasal tersebut menimbulkan kesan bahwa Mahkamah
Konstitusi melakukan judicialitation of politic. Sedangkan rumusan Pasal
7B ayat (5) UUD 1945 lebih menitikberatkan terhadap aspek hukum dalam
arti penilaian yang diberikan cenderung kepada segi pidana sebagaimana
layaknva pertimbangan yang diberikan oleh lembaga peradilan.

Rumusan kedua pasal tersebut menimbulkan berbagai interpretasi
beragam dalam proses impeachment yang akan diterapkan sehingga menimbulkan
persoalan mendasar sebagai akibat interpretasi dan pengaturan yang belum
mampu memberikan kejelasan atas konsekuensi impeachment yang akan terjadi,
seperti yang diungkapkan oleh Fatkhurrohman, dkk., (2004:53) yaitu:

1. Penafsiran yang dapat dilakukan secara semena-mena atas peraturan
vang telah diatur mengenai impeachment, artinya terjadi adanya
kemungkinan yang didasarkan atas penafsiran secara politik demi
kepentingan pihak-pihak tertentu, misalnya penafsiran dalam konteks
pidana berat lainnya atau perbuatan tercela;

2. Batas waktu yang diberikan kepada MK selama sembilan puluh hari
dalam melakukan pemeriksaan serta memutus adanya dugaan
pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga menimbulkan
keraguan terhadap penyelesaiannya, hal ini dikarenakan untuk
memeriksa sebuah tindak pidana yang terjadi membutuhkan waktu yang
lama terutama dalam hal mencari kebenaran materiil;
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3. Sifat mengikat (binding force) dari putusan MK dalam proses
impeachment terhadap Presiden danfatau Wakil Presiden karena
keputusan MK harus dibawa oleh DPR ke Sidanp Paripurna MPR,
sehingga terdapat kemungkinan MPR meng-anulir hasil keputusan
tersebut.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pengaturan tentang impeachment
di Indonesia, sehingga secara langsung turut mempengaruhi konsekuensi yang
akan fterjadi atas terjadinya impeachment terutama kemampuan MK untuk
memutuskan dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden, meskipun demikian adanya keterbatasan yang dimiliki
oleh MK tidak melepaskan pedoman dalam melakukan pemeriksaan, yakni
adanya prinsip “Equality before the law”, dengan demikian tetap' terjaga
pemeriksaan yang berdasar hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, kemandirian
MK tetap menjadi perhatian terutama terhadap pelaksana fungsi MK, yakni hakim
konstitusi, hal ini disebabkan prosedur pemilihan hakim konstitusi berdasarkan
Pasal 18 avat (1) Undang-undang No, 24 Tahun 2003 yang menyebutkan, bahwa:
“Hakim. konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh
DPR, dan tiga orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan
Presiden™.

Prosedur tersebut secara tidak langsung mencerminkan pihak-pihak yang
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil keputusan MK, meskipun
demikian telah dilakukan usaha untuk menghindari atau pun menghilangkannya
yakni dengan adanya syarat-syarat terhadap pemilihan hakim konstitusi sesuai
dengan Pasal 15 Undang-undang No. 24 Tahun 2003, yaitu:

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat yaitu:
a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
b, Adil;
¢. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Kekuasaan dan kewenangan MK dalam memutuskan suatu persoalan
dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis proses beracara, yaitu:
1. Hukum acara sengketa;

2. Hukum acara non sengketa.
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Pelaksanaan wewenang MK yang berkaitan dengan impeachment
termasuk dalam kategori non sengketa, hal ini disebabkan bentuk penilaian usul
DPR berupa permohonan yang diajukan oleh DPR kepada MK, schingga bukan
merupakan sengketa yang melibatkan dua belah pihak, seperti yang dikemukakan
aleh Seimin dan Sulardi (2004:183), bahwa.

1. Kekuasaan dan kewenangan MK yang berkaitan dengan permohonan,
yaitu:
1y Menguji UU terhadap UUD 1945;
2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3) Memeriksa, mengadili serta memutus pendapat DPR atas dugaan
pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
2. Kekuasaan yang berkaitan dengan model gugatan, yaitu:
1) Pembubaran partai politik;
2y Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum

Pengambilan  keputusan oleh MK menurut  Fatkhurrohman,
dkk.,(2004:93) berdasarkan hukum acara materiil dan bersifat publik, sehingga
terikat pada asas hukum publik yaitu:

1. Asas Putusan Final, hal ini berarti bahwa MK berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir, sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang
No. 24 Tahun 2003, _

2. Asas praduga Rechmatig yang berarti putusan MK merupakan putusan
akhir dan berkekuatan hukum yang tetap pada saat putusan dibacakan serta
tidak berlaku surut;

1. Asas Pembuktian Bebas, hakim konstitusi bebas dalam menentukan apa
yang harus dibutuhkan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian
atau asah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinan;

4. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi, dalam arti hakim konstitusi berinisiatif
dalam mendapatkan kebenaran dan kemampuan memerintahkan para
pihak untuk hadir sendiri, sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No 24
Tahun 2003;

5. Asas Putusan Berkekuatan Hukum Mengikat, yakni putusan MK mengikat
dan harus ditaati oleh semua pihak;

6. Asas Non Interfentif, kebebasan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman

dalam menjalankan fungsinya;

Asas Peradilan dilakukan dengan biaya ringan, cepat, dan sederhana;

Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, yakni keputusan sah bila diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum;
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9. Asas Objektifitas, adanya kemandirian dalam hubungan antara pihak
pelaksana baik hakim maupun panitera terhadap kasus yang diperiksa;

10, Asas Sosialisasi. kewajiban hasil keputusan diumumkan secara berkala
kepada masyarakat secara terbuka, sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang
No. 24 Tahun 2003.

Penerapan asas di atas terhadap pemeriksaan permohonan yang
disampaikan oleh semua pihak termasuk DPR mengakibatkan konsekuensi yang
sama atas pemeriksaannya tanpa adanya perbedaan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3)
bahwa, Indonesia merupakan negara hukum sehingga memperoleh jaminan
hukum yang sama terutama atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum.

Pertanggungjawaban Presiden secara politik sesuai dengan penafsiran
Pasal 7B avat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 yang diperjelas dengan isi
Pasal 83 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat scbagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar
putusan menyatakan membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Rumusan pasal tersebut menurut ( Fatkorrahman,dkk., 2004:56)
terhadap keputusan MK tidak langsung mengikat MPR secara yuridis karena hasil
keputusan MK hanya merupakan jawaban atas permohonan DPR sekaligus
sebagai pihak vang berwenang membawa putusan ke Sidang Paripurna dalam
melaksanakan impeachment.

Keputusan impeachment lebih cenderung kearah politik dikarenakan
keangpotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat
melalui pemilu sehingga peranan partai politik pemegang suara mayoritas
berperan dalam pengambilan keputusan pada sidang MPR.

Sistemn pemerintahan Indonesia menurut Nusantara
(dalam Soimin dan Sulardi,2004:148) bercorak sistim presidensiil yang menitik
beratkan pertanggungjawaban secara hukum dalam [__lcl.i-aksanaan impeachment,
sehingga adanya berbagai penafsiran tentang pertanggungjawaban secara politik
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Indonesia tidak dikenal karena dengan bentuk pertanggungjawaban secara
itik berarti Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

Penerapan secara hukum terhadap pelaksanaan impeachment sesuai
igan fujuan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B dalam kenyataannya tetap
nimbulkan keraguan karena MK sebagai lembaga yudisial yang memutuskan
1 DPR belum memiliki kekuasaan memaksakan keputusan yang diambil,
ingga MPR dapat membatalkan atas keputusan MK dalam sidang Majelis,
langkan keanggotaan vang terdapat dalam MPR merupakan mayoritas
mggotaan DPR, hal ini secara tidak langsung keputusan yang akan diambil
am sidang tersebut merupakan hasil yang menyetujui keputusan DPR.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara singkat pada bab

3, diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1.

b

Ted

Proses impeachment di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7A dan 7B
Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga, konsep pelaksanaannya
menitikberatkan terhadap hubungan antar lembaga negara yang berwenang
yakni, MPR, DPR, MK sebagai usaha untuk melaksanakan cek
balances, sehingga tercapai keseimbangan hubungan antara kekuasaan
Iegislmii’, yudikatl’ dan eksekutil, sehingga terlaksana secara fungsional
dengan kewenangan masing-masing lembaga tersebut walaupun adanya
kecenderungan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia yang
lebih bersifat kearah pertanggungjawaban secara kuasi parlemen atau
kuasi presidensil,

Upava pelaksanaan impeachment berdasarkan Undang-undang Dasar 1945
pasca amandemen berkaitan dengan pelaksanaan wewenang secara Ting
dalam melaksanakan impeachment oleh DPR, MPR dan MK dengan
memperhatikan peraturan pada Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi serta Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Konsekuensi terhadap penerapan impeachment kepada Presiden hanya
berdasarkan penatsiran terhadap Pasal 7B ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945
amandemen ketiga selingga tidak adanva kejelasan putusan atas proses
impeachmeni serta proses selanjutnya yang akan terjadi dengan adanya
keputusan MK tentang pelanggaran hukum tersebut yang mengakibatkan
tujuan  penerapan hukum belum sepenuhnva tercapai dan lebih

menitikberatkan pada perimbangan politik.
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4.2 Saran

Proses impeachment yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

mempunyai beberapa kelemahan sehingga menurut penulis ada beberapa hal yang

perlu diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, yakni:

L.

Adanya pemisahan kekuasaan yang harus dilakukan oleh lembaga yang
berwenang dalam melaksanakan proses impeachment secara jelas dalam arti
bahwa hasil keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan final yang
harus dilaksanakan oleh MPR dalam memutuskan impeachment

Pengaturan terhadap proses serta akibat hukum yang terjadi apabila
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden
terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum,

Pengawasan terhadap hasil keputusan lembaga Mahkamah Konstitusi
diserahkan kepada rakyat, sehingga rakyat turut menentukan proses
impeachment yang akan terjadi terhadap Presiden sebagai dampak langsung
adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang telah
dilaksanakan di Indonesia, mekanisme pelaksanaannya dapat melalul
referendum dalam usaha mengontrol lembaga negara ( Mahkamah Konstitusi)

yang dilaksanakan sebelum adanya sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
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